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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model permintaan hutang luar negeri pemerintah 
Indonesia dan dampaknya terhdap kemiskinan di Indonesia. Penilitian ini menggunakan data 
sekunder periode 1980-2006 yang bersumber dari Asean Development Bank (ADB), World Bank 
dan sumber lainnya. Peneliitan ini menggunakan model persamaan simultan dengan metode two 
stage least squre (TSLS).  Hasil penelian menunjukkan bahwa berdasarkan model estimasi 
permintaan hutang luar negeri pemerintah dapat diungkapkan bahwa defisit anggaran pemerintah 
(DAP), defisit tabungan-investasi (DSI), Defisit transaksi berjalan dan pembayaran cicilan pokok 
dan bunga  hutang (PCHLN) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap hutang luar 
negeri pemerintah. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi naik turunnya variabel 
dependen (GFD) sebesar 95,3%.  Mengingat sudah semakin beratnya beban hutang Indonesia, 
maka peningkatan atau penambahan jumlah hutang baru tidak banyak berdampak terhadap 
penurunan prosentase penduduk miskin di Indonesia, bahkan yang terjadi sebaliknya meskipun 
tidak signifikan. Pengaruh variabel hutang luar negeri pemerintah  (GFD)  terhadap  pengurangan  
tingkat  kemiskinan  tidaklah bersifat langsung tetapi melalui investasi dan penciptaan lapangan 
kerja.  
 
Kata kunci : hutang luar negeri pemerintah, kemiskinan 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Hutang luar negeri dapat pula dipandang 
dari dua dimensi yang berbeda, yang 
keduanya bertolak belakang, dimensi pertama 
hutang luar negeri sangat dibutuhkan negara 
berkembang sebagai salah satu sumber 
pembiayaan pembangunan akibat keterbatasan 
pendanaan yang dapat diciptakan di dalam 
negeri. Oleh karenanya mengimpor modal 
dari luar negeri merupakan hal yang lumrah 
terjadi dan sudah berlangsung puluhan tahun 
bagi negara berkembang. Dimensi lain hutang 
luar negeri menjadi beban yang sangat berat 
dan dapat pula menjadi beban pembangunan 
bila tidak dikelola dengan baik. Pemanfaatan 
hutang luar negeri sebagai sumber 
pembiayaan pembangunan sudah menjadi 
bagian tak terpisahkan dari pembangunan 
khususnya negara-negara berkembang, 
termasuk Indonesia (Syaparuddin, 1996:12). 
Sejak awal proses pembangunan di Indonesia 
yakni sejak Pelita I, Indonesia telah 
memanfaatkan hutang luar negeri sebagai 
salah satu sumber pembiayaan guna menutupi 
kelangkaan modal. Tabungan pemerintah 
ataupun tabungan domestik tidak dapat 
menutupi kebutuhan dana pembangunan dan 
investasi.  
Hingga kini hutang luar negeri digunakan 
oleh pemerintah untuk menutupi defisit 
APBN, defisit transaksi berjalan, dan 
kesenjangan investasi–tabungan domestik. 
Melihat peranannya yang besar dalam 
pembiayaan pembangunan, maka hutang luar 
negeri telah berperan pula menggerakkan laju 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 
1970-an selalu mengalami peningkatan, 
selama PJP I tumbuh rata-rata sekitar 7% 
pertahun, GNP perkapita penduduk meningkat 
tajam dari US $ 70 tahun 1967 menjadi US $ 
1.110 tahun 1997 dan Indonesiapun diakui 
sebagai perekonomian baru (Todaro, 2000 : 
606). Akibat merosotnya harga minyak bumi 
defisit neraca berjalan sudah mulai dirasakan 
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sejak tahun 1981 walaupun hanya Rp.566 
milyar. Namun pada tahun 1982 dan 1983 
defisit neraca berjalan melonjak hingga 
sebesar masing-masing Rp. 5.324 milyar dan 
Rp. 6.338 milyar. Sejak tahun 1980 hingga 
2002 hanya lima kali Indonesia mengalami 
surplus pada neraca berjalan yakni tahun 1980 
dan tahun 1998-2002. 
Peningkatan hutang luar negeri pada masa 
krisis ekonomi terjadi pula akibat hutang 
diperlukan untuk menutupi kekurangan 
cadangan devisa dan terjadinya pelarian 
modal secara besar–besaran (capital flight) 
dari Indonesia. Disamping itu hutang baru 
yang diperoleh digunakan juga untuk 
membayar hutang sebelumnya yang sudah 
jatuh tempo, sehingga Indonesia telah pula 
masuk kedalam vicious cycle, yakni berhutang 
untuk membayar hutang.(Adiningsih, 1998) 
Hal ini menunjukkan Indonesia tidak akan 
terlepas dari jerat hutang untuk jangka waktu 
yang sangat lama. 
Dampak bantuan atau hutang luar negeri 
terhadap pembangunan ekonomi negara 
debitur sangat tergantung pada kemana aliran 
dana asing itu dialokasikan apakah untuk 
pengeluaran-pengeluaran pembangunan atau 
non pembangunan. Jika bantuan atau hutang 
luar negeri tersebut digunakan untuk 
pengeluaran pembangunan tentu ia akan 
berdampak pada perekonomian atau 
pembangunan Gang dan Khan (1999 : 132-
133). Dalam kaitannya dengan kemiskinan, 
dua pandangan yang berbeda telah mencoba 
melihat dampak hutang luar negeri terhadap 
pengurangan masyarakat miskin di negara 
peminjam (debitur). Negara dengan debt 
burden yang sudah berat, hutang luar negeri 
justeru membuat masyarakatnya bertambah 
miskin. Sebaliknya jika hutang luar negeri 
diklelola dengan baik dan untuk peningkatan 
kesejahateraan masyarakat dan menyentuh 
langsung kehidupan masyarakat miskin, maka 
diyakini hutang luar negeri akan berdampak 
baik bagi pengurangan masyarakat miskin. 
Bagaimanan dengan di Indonesia? 
Berdasarkan fenomena di atas maka 
penting untuk diteliti mengenai model 
permintaan hutang luar negeri pemerintah 
Indonesia dalam  penelitian yang berjudul 
Model Permintaan Hutang luar negeri 
pemerintah dan dampaknya terhadap 
kemiskian di Indonesia periode 1980-2006. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Subjek Penelitian 
Adapun yang menjadi subjek dari 
penelitian ini adalah pemerintah Indonesia, 
dalam hal ini adalah Bappenas, Depkeu, dan 
Bank Indonesia sebagai lembaga yang terkait 
langsung dengan masalah hutang luar negeri 
terutama hutang luar negeri pemerintah di 
bawah koordinasi Menko Ekoin. Bappenas 
melakukan perencanaan proyek pembangunan 
atas usul/proposal departemen teknis 
sekaligus juga berfungsi memotoring dan 
mengawasi pelaksanaan proyek. Depkeu 
mengupayakan kekurangan pembiayaan 
dalam negeri dengan mencari pinjaman luar 
negeri dan bertindak sebagai borrower. 
Sementara itu BI sesuai dengan pasal 53 
Undang-undang  Nomor 23/1999, bertugas 
menerima pinjaman luar negeri, 
menatausahakan serta menyelesaikan tagihan 
dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap 
luar negeri.  
 
Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah hutang luar 
negeri pemerintah dikaji dari sisi permintaan 
dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di 
Indonesia periode 1980-2006. Kajian dari sisi 
permintaan lebih memungkinkan untuk 
dilakukan, mengingat adanya kemudahan-
kemudahan yang dapat diperoleh terutama 
akses datanya, karena faktor-faktor dari sisi 
permintaan merupakan faktor internal dalam 
negeri.  
Sedangkan periode 1980 sebagai awal 
penelitian didasarkan karena merosotnya 
harga minyak bumi dan ekspor produk primer 
sebagai sumber penerimaan andalan Indonesia 
sejak awal 1980-an. Sedangkan akhir 
penelitian periode 2006 didasarkan pada 
ketersediaan data terbaru.  
 
Metode Penelitian 
Sesuai dengan maksud dan tujuan 
penelitian sebagaimana dikemukakan 
sebelumnya, maka metode yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah metode 
eksplanatori. Metode ini bertujuan untuk 
menguji hipotesis tentang adanya hubungan 
sebab akibat antara berbagai variabel yang 
diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh 
guna mendapatkan makna dan implikasi 
permasalahan yang ingin dipecahkan secara 
sistematis, aktual dan akurat. Pengujian 
hipotesis dilakukan untuk memperkuat 
penerimaan terhadap teori yang digunakan 
dan menjadi landasan berpikir dalam 
pemecahan masalah penelitian. Dalam hal ini 
hipotesis merupakan titik tolak langkah-
langkah penelitian selanjutnya (Yayat K 
Wagiono, 1994 : 31-33). 
 
Alat Analisis 
Dalam penelitian ini, model yang 
digunakan adalah model regresi persamaan 
simultan (simultaneous equation model). 
Model ini merupakan pengembangan dari 
model regresi. Dalam model persamaan 
simultan antara determine variable dan 
variabel tak bebas (determined) saling 
pengaruh mempengaruhi Intriligator, dkk. 
(1996:318). Jika digunakan regresi ordinary 
least square (OLS) hasilnya akan bias, karena 
tingkat kesalahan akan terakumulasi dua kali. 
Oleh karenanya untuk menghindari kekeliruan 
dan ketidakkonsistenan hasil regresi maka 
tahap-tahap pengujian sesuai dengan 
persyaratan penggunaan persamaan simultan 
harus dilakukan. Ada beberapa langkah yang 
perlu diperhatikan dalam persamaan simultan 
yaitu  (i) membuat persamaan struktural yang 
merupakan persamaan prilaku yang ingin 
dianalisis yang dibangun berdasarkan suatu 
teori tertentu, (ii) melakukan uji identifikasi,  
(iii) menyusun persamaan reduce-form, suatu 
persamaan dimana variabel endogenous 
merupakan fungsi dari variabel exogenous 
yang ada pada sistem persamaan. Kemudian 
dilakukan regres masing-masing variabel 
endogenous terhadap semua variabel 
exogenous, dan (iv) melakukan pengujian 
model yaitu uji linieritas, normalitas, 
autokorelasi, multikolinearitas dan 
heteroskedastisitas. 
 
Uji identifikasi 
Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah model struktural yang dibangun dapat 
atau tidak mendapatkan nilai parameter pada 
persamaan struktural melalui penaksiran 
parameter persamaan reduce form. Selain itu 
juga diperlukan untuk mengetahui pendekatan 
apa yang terbaik untuk mengestimasi model 
tersebut. Suatu persamaan struktural yang 
diidentifikasi dapat berupa exactly/fully /just 
identified atau terlalu teridentifikasi (over 
identified). Parameter dari persamaan yang 
terlalu diidentifikasikan (over identified) dan 
tepat diidentifikasikan (just identified) akan 
dapat ditaksir. 
Aturan dalam uji identifikasi dapat 
dirumuskan dalam formulasi-formulasi 
berikut : (Gujarati, 2003 : 748) 
1. Dalam suatu model dari M persamaan 
simultan, agar suatu persamaan 
diidentifikasikan, persamaan tadi 
harus tidak memasukkan sekurang-
kurangnya M-1 variabel baik variabel 
endogenous maupun variabel yang 
ditetapkan lebih dulu (predetermined 
variable atau exogenous) yang 
muncul dalam model. Jika persamaan 
tadi tidak memasukkan tepat M-1 
variabel, persamaan tadi disebut tepat 
diidentifikasi (exactly identified). Jika 
persamaan tadi tidak memasukkan 
lebih dari M-1 variabel, persamaan 
tadi terlalu diidentifikasi (over 
identified). 
2. Dalam suatu model dari M persamaan 
simultan, agar suatu persamaan 
diidentifikasikan, banyak variabel 
yang ditetapkan lebih dulu 
(predetermined variable) yang 
dikeluarkan dari persamaan harus 
tidak kurang dari banyaknya variabel 
endogen yang dimasukkan dalam 
persamaan kurang satu yaitu : 
K – k  ≥  m – 1 
* Jika  K – k  =  m – 1, persamaan 
dikatakan tepat diidentifikasikan 
(exactly identified). 
* Jika  K – k  >  m – 1, persamaan 
dikatakan terlalu diidentifikasikan 
(Over identified). 
Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 
suatu sistem persamaan simultan bersifat 
dapat diidentifikasi (just identified) atau 
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melebihi syarat untuk dapat diidentifikasikan 
(over identified) yaitu (1) cara identifikasi 
melalui bentuk model persamaan struktural 
yang sedang diteliti dan (2) cara identifikasi 
melalui persamaan reduce form dari model 
yang sedang diteliti. Dalam praktek 
penelitian, cara pertama selalu digunakan 
karena lebih praktis. Ada dua kondisi yang 
harus dipenuhi suatu persamaan untuk dapat 
dianggap dapat diidentifikasikan yaitu (a) 
kondisi order (order condition) dan (b) 
kondisi rank (rank condition) (Gujarati, 2003 : 
747-752 dan Sritua Arief, 1993 : 79).  
Untuk penelitian ini, model persamaan 
simultan yang digunakan adalah : 
logGFD=β1.0+β1.1logDAP+β1.2logDSI+β1.3logDTB+ 
β1.4logPCHLN++β1.5logPR+u1...................... (1) 
PR=β2.0+β2.1LOGGFD+β2.2INF+β2.3PR(-1)+β2.4log 
PDB(-1)+β2.5logFDI(-1)+β2.6D+u2........(2) 
dimana : 
GFD
 
= permintaan hutang luar negeri 
pemerintah 
DAP
 
= Defisit anggaran pemerintah 
DSI = Defisit tabungan – investasi 
DTB = Defisit transaksi berjalan  
PDB(-1)= Produk Domestik Bruto Tahun 
Sebelumnya 
PCPHLN = Pembayaran pokok dan hutang 
bunga luar negeri 
D   = Dummy 
1 untuk masa krisis ekonomi 
0 untuk masa lainnya 
FDI = Investasi asing langsung 
FDI(-1) = Investasi Asing Langsung tahun 
sebelumnya 
INF  = Inflasi 
PDB  = Produk domestik bruto 
PR  = Tingkat kemiskinan  
* DAP DSI DTB PCHLN FDI D PDB(-1) 
INF PR(-1) FDI(-1) adalah pre 
determinant variable. 
Predeterminant variable adalah variabel 
exsogen ditambah dengan variabel lag * GFD 
 
dan PR sebagai variabel endogen  
* β0  adalah konstanta 
• β
 i   adalah koefisien regresi 
• ui adalah errore term 
 
Metode Penaksiran Model Regresi Persamaan 
Simultan 
Ada dua metode penaksiran model regresi 
persamaan simultan yaitu metode informasi 
terbatas (limited information method) dan 
metode informasi lengkap (full information 
method). Metode informasi terbatas dikenal 
juga dengan metode persamaan tunggal 
(single equation method). Dalam metode 
persamaan tunggal, setiap persamaan dalam 
model persamaan simultan diestimasi sendiri-
sendiri dengan mengabaikan batasan-batasan 
dari persamaan lain dalam model. Termasuk 
dalam kategori metode informasi terbatas 
diantaranya adalah the indirect least Square 
(ILS) dan two stage least square (2SLS). 
Menurut Sritua Arief (1993; 82-83), dalam 
praktek penelitian metode ini lebih banyak 
digunakan atas pertimbangan praktis beban 
perhitungan dan kekurangpekaan metode 
tersebut terhadap spesification error model 
regresi yang ditaksir. Metode persamaan 
tunggal tidak memperhitungkan korelasi antar 
variabel gangguan dari persamaan struktural 
yang berbeda. Metode ini didasarkan pada 
asumsi bahwa variabel gangguan pada 
berbagai persamaan di dalam model 
berdistribusi secara bebas, dengan demikian 
metode ini menggunakan asumsi dasar model 
regresi linier klasik dengan konsekuensi  hasil 
taksiran tetap konsisten, tetapi tidak efisien. 
Sedangkan metode informasi lengkap (full 
information method) dikenal juga dengan 
metode sistem (sistem  method), terdiri dari 
metode limited information maximum 
likelihood (LIML), three stage least square 
(3SLS) dan full information maximum 
likelihood (FIML). Pada metode sistem, 
semua persamaan dalam model 
diperhitungkan sebagai bersama-sama dan 
ditaksir secara simultan dengan 
memperhatikan semua batasan-batasan dari 
persamaan lain dalam model.  
Dalam model persamaan simultan, metode 
yang ideal digunakan adalah metode sisitem, 
karena metode ini akan menghasilkan 
parameter yang memperhitungkan seluruh 
kaitan antar variabel dalam selurh persamaan 
di dalam model. Namun karena sifatnya 
sangat komleks dan perhitungannya sangat 
rumit serta sangat peka terhadap kesalahan 
spesifikasi model regresi yang ditaksir, maka 
metode sistem sangat jarang dihunakan dalam 
penelitian. 
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Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, 
dalam metode persamaan tunggal, ada dua 
cara yang dapat dilakukan yaitu indirect least 
squares (ILS) dan two stage least squares 
(2SLS). Cara indirect least squares digunakan 
untuk menaksir model regresi persamaan 
simultan yang dapat diidentifikasikan secara 
tidak berlebihan (just or exactly identified). 
Sedangka cara two stage least squares 
digunakan untuk menaksir model regresi 
persamaan simultan yang dapat 
diidentifikasikan secara berlebihan (Sritua 
Arief, 1993 : 82-83). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Variabel Penelitian 
Permintaan Hutang Luar Negeri Pemerintah  
Permintaan Hutang Luar Negeri 
Pemerintah (GFD) Indonesia dari tahun 1980 
sampai dengan tahun 2006 mengalami 
fluktuasi yang sangat tajam. GFD terendah 
terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar US$. 
2,602 Million, sedangkan GFD tertinggi 
Indonesia terjadi pada tahun 1998 yaitu 
sebesar US $. 53.077,8  Million.. Rata-rata 
Government Forign Debt Indonesia dari tahun 
1980 hingga tahun 2006 adalah sebesar 
US$.11.869 Million. 
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Defisit Anggaran Pemerintah 
Defisit Anggaran Pemerintah (DAP) dari 
tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 
mengalami fluktuasi. Defisit Anggaran 
Pemerintah terendah terjadi pada tahun 1980 
yaitu sebesar 1,543 triliun rupiah. Sedangkan 
DAP yang tertinggi terjadi pada tahun 1999 
yaitu sebesar 54,420 triliun rupiah. Rata-rata  
Defisit Anggaran Pemerintah dari tahun 1980 
hingga tahun 2006 adalah sebesar 198,67 
triliun rupiah 
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Devisit Tabungan – Investasi (DSI) 
Devisit tabungan – investasi (DSI) 
Indonesia sangat tidak stabil dari tahun 1980 
sampai dengan tahun 2006. Defisit tabungan-
investasi terendah tarjadi pada tahun  2001 
yaitu sebesar 120,858 triliun rupiah. 
Sedangkan Defisit tabungan-investasi 
Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2006 
yaitu sebesar 896,000 triliun rupiah. Rata-rata 
defisit tabungan-investasi selama periode 
1980-2006 sebesar 67,160 triliun rupiah. 
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Defisit Transaksi Berjalan (DTB) 
Defisit Transaksi Berjalan (DTB) 
Indonesia sejak tahun 1982 sampai tahun 
2006 mengalami fluktuasi. DTB Indonesia 
terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 
(-7,992) triliun rupiah. Sedangkan DTB 
Indonesia yang tertinggi terjadi pada tahun 
2006 yaitu sebesar 9,937 triliun rupiah. Rata-
rata defisit transaksi berjalan selama periode 
1980-2002 sebesar .triliun rupiah. 
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Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri 
(PCHLN) 
Dari tahun 1980 hingga tahun 2006 
Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar 
Negeri Indonesia mengalami fluktuasi. 
PCHLN yang terendah terjadi pada tahun 
1993 yaitu sebesar 2,166 triliun rupiah, 
sedangkan PCHLN tertinggi terjadi pada 
tahun 1998 yaitu sebesar 476,598 triliun 
rupiah. 
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Tingkat Kemiskinan (PR) 
Dari dari tahun 1980 hingga tahun 2006 
tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami 
fluktuasi, kadang meningkat dan kadang 
menurun. Tingkat kemiskinan terndah terjadi 
pada tahun 1993 yakni sebesar 13,94 persen, 
sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi 
pada tahun 2006 yang mencapai sebesar 39.30 
persen. 
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Inflasi (INF) 
Laju inflasi Indonesia selama periode 1980 
hingga tahun 2006 cenderung stabil kecuali 
pada tahun 1998 dan tahun 2006. Inflasi 
terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 
2,01%, sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada 
tahun 1998 yaitu sebesar 77,69%. 
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Produk Domestik Bruto (PDB) 
Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa 
dari tahun 1980 hingga tahun 2006 Produk 
Domestik Bruto Indonesia cenderung 
mengalami peningkatan. Produk Domestik 
Bruto terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu 
sebesar 1.264 triliun rupiah, sedangkan 
Produk Domestik Bruto tertinggi terjadi pada 
tahun 1999 yaitu sebesar 1.099.732 triliun 
rupiah. 
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Investasi Asing Langsung (FDI) 
Investasi Asing Langsung (FDI) di 
Indonesia sejak tahun 1980 hingga tahun 2006 
mengalami fluktuasi. Investasi Asing 
Langsung (FDI) di Indonesia terendah terjadi 
pada tahun 2000 yaitu sebesar (-4,700). 
Triliun rupiah, sedangkan Invstasi Asing 
Langsung tertinggi terjadi pada tahun 1996 
yaitu sebesar 5,594 triliun rupiah. 
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Model Permintaan Hutang Luar Negeri 
Pemerintah  
Berdasarkan hasil olahan data, dapat dibuat 
model estimasi permintaan hutang luar negeri 
pemerintah (GFD) sebagai berkut : 
Tabel 1. Model estimasi permintaan hutang luar 
negeri pemerintah 
Variabel  
Independen 
Koefisien 
Regresi 
Nilai t 
Statistik 
P-Value 
Konstanta 
logDAP 
logDSI 
logDTB 
logPCHLN 
PR(-1) 
-0,395 
0,929 
0,003 
0,007 
0,101 
9,516 
-0,741ns 
14,455* 
0,513ns 
0,675ns 
3,041* 
3,627* 
0,468 
0,000 
0,614 
0,508 
0,007 
0,018 
R-square       = 0,961 
R-square adj.          = 0,953 
F-statistik      = 111,529 
Ket::   ns tidak signifikan  
           * signifikan pada critical value 1% 
Dimana : 
GFD : Hutang luar negeri 
pemerintah 
DAP : Defisit anggaran pemerintah  
DSI  : Defisit tabungan investasi 
DTB  : Defisit transaksi berjalan  
   PCHLN  : Pembayaran cicilan pokok 
dan bunga hutang luar negeri 
PR  :Tingkat Kemiskinan  
                     (prosentase penduduk miskin) 
Berdasarkan model estimasi hutang luar 
negeri pemerintah dapat diungkapkan bahwa 
defisit anggaran pemerintah (DAP), defisit 
tabungan-investasi (DSI), Defisit transaksi 
berjalan dan pembayaran cicilan pokok dan 
bunga  hutang (PCHLN) serta prosentase 
penduduk miskin secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap hutang luar 
negeri pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh 
lebih besarnya nilai  F-statistik (111,529) 
dibandingkan dengan F-tabel(α 0,05) = 4,38. 
Nilai R-square adj.= 0,953 menunjukkan 
bahwa kemampuan model untuk menjelaskan 
variasi naik turunnya variabel dependen 
(GFD) sebesar 95,3%, sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
Korelasi antara variabel-vaiabel independen 
dengan GFD sebesar 97,2, artinya terdapat 
korelasi yang sangat kuat antara variabel-
variabel independen dengan GFD. 
Secara parsial arah hubungan variabel-
variabel independen terhadap variabel GED 
ditunjukkan oleh tanda dari koefisien regresi 
dari masing-masing variabel independen. 
DAP berhubungan positif dengan GFD. Hal 
ini menunjukkan, semakin besar defisit yang 
dialami oleh pemerintah dalam anggaran 
belanjanya, semakin besar dana yang harus 
dimintakan ke luar negeri guna menutupi 
defisit tersebut mengingat Indonesia 
menerapkan prinsip anggaran berimbang. 
Pengaruh DAP terhadap GFD adalah 
signifikan pada alpha 0,01; 0,05 dan 0,10. 
Setiap terjadi kenaikan  DAP sebesar 1% akan 
meningkatkan GDF sebesar 0,929%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan betapa 
pemerintah Indonesia sangat tergantung dari 
dana luar negeri guna menutupi defisit 
anggarannya. Kesimpulan ini sejalan dengan 
hasil penelitian Alun (1996) yang mengkaji 
hutang luar negeri negara-negara berkembang 
periode 1975-1980, bahwa defisit anggaran 
pemerintah berkorelasi positif terhadap hutang 
neto luar negeri meski tidak bermakna. 
Ketergantungan pada dana luar negeri 
digunakan pula untuk menutupi defisit 
tabungan-investasi (DSI). Semakin besar DSI 
semakin besar pula dana yang harus 
dimintakan kepada luar negeri. Setiap terjadi 
kenaikan  DSI sebesar 1% akan meningkatkan 
GFD 0,003%. Pengaruh DSI terhadap GFD 
tidak signifikan. Tidak signifikannya dampak 
DSI terhadap GFD karena DSI bukanlah 
semata-mata menunjukkan defisit tabungan 
investasi yang dialami oleh sektor pemerintah, 
tetapi lebih menunjukkan defisit tabungan 
investasi secara umum yakni kebutuhan akan 
investasi di satu sisi dan kemampuan 
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penyerapan tabungan domestik (pemerintah 
dan swasta) di sisi lain. 
Sementara itu DTB juga berkorelasi positif 
terhadap GFD. Hal ini menunjukkan semakin 
besar defisit transaksi berjalan (DTB) semakin 
besar hutang luar negeri pemerintah (GFD). 
Setiap terjadi kenaikan  DTB sebesar 1% akan 
meningkatkan GFD 0,007%. Secara statistik 
pengaruh DTB terhadap GED tidakah 
signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh lebih 
kecilnyanya nilai t-statistik (0,950) 
dibandingkan rdengan nilai t α (1,734).  
Selanjutnya PCHLN berkorelasi positif 
dengan GFD. PCHLN pemerintah yang 
semakin besar menyebabkan pemerintah harus 
meningkatkan  hutangnya terhadap luar 
negeri. Ada dua kemungkinan mengapa setiap 
terjadi peningkatan PCHLN pemerintah, 
pemerintah meningkatkan hutang atau 
pinjamannya, pertama cadangan devisa yang 
relatif kecil yang dimiliki pemerintah, kedua 
adanya kemudahan bagi pemerintah untuk 
terus menambah hutangnya. Signifikannya 
pengaruh PCHLN pemerintah terhadap GFD 
juga dapat dijadikan indikator besarnya 
hutang pemerintah pada tahun-tahun 
sebelumnya yang harus dibayar dan 
menunjukkan rendahnya kemampuan 
pemerintah dalam membayar hutang luar 
negerinya dengan kemampuan dari dana yang 
dimiliki pemerintah.  
Setiap terjadi kenaikan  PCHLN sebesar 
1% akan menambah jumlah GDF sebesar 
0,101%. Pengaruh PCHLN terhadap GFD 
adalah signifikan pada alpha 0,10; 0,05 dan 
0,01 dengan t hitung sebesar 3,041. 
Signifikannya  pengaruh PCHLN terhadap 
GFD apalagi pada alpha 0,01 
mengindikasikan bahwa hutang baru yang 
dimintakan oleh pemerintah kepada luar 
negeri sangat besar peranannya dalam 
membayar kembali cicilan pokok dan bunga   
hutangnya. Sehingga   tidak   salah  
pandangan sebagian  kalangan  bahwa 
pemerintah selama ini dalam hal hutang luar 
negeri selalu gali lobang tutup lobang. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 
Nur Feriyanto (2001) yang menyimpulkan 
bahwa pembayaran cicilan pokok pinjaman 
dan bunga hutang berpengaruh signifikan 
terhadap hutang luar negeri pemerintah 
Indonesia dan BUMN selama periode 1980-
1999.  
Hal menarik yang terjadi dengan hutang 
luar negeri pemerintah adalah sejak tahun 
1984-1997 jumlah dana yang diterima 
pemerintah dari pinjaman luar negeri baik 
dalam bentuk bantuan program maupun 
bantuan proyek lebih kecil dibandingkan 
dengan dana yang harus dibayarkan kepada 
pihak asing dalam bentuk PCHLN. Ini 
menunjukkan bahwa disektor pemerintah 
telah terjadi capital flight ke luar negeri yang 
sebenarnya dana tersebut sangat dibutuhkan 
pemerintah untuk pembangunan.   Hal serupa 
juga terjadi pada tahun 2002, dimana dana 
yang masuk ke sektor pemerintah berupa 
hutang (GFD) sebesar Rp. 19.370 milyar 
sedangkan PCHLN pemerintah sebesar Rp. 
43.967 milyar, begitu pula ditahun-tahun 
selanjutnya hingga tahun 2006. Besarnya 
peranan dana pinjaman luar negeri untuk 
PCHLN mengindikasikan bahwa PCHLN 
dibayar dengan mengandalkan hutang baru 
yang masuk. Dengan demikian dapat dilihat 
betapa pemerintah Indonesia sangat 
bergantung dari pinjaman asing hanya untuk 
membayar cicilan pokok dan bunga hutang 
luar negerinya (sovereign debt). Kondisi ini 
sekaligus juga menunjukkan bahwa persoalan 
hutang luar negeri khususnya hutang luar 
negeri pemerintah sudah masuk dalam 
perangkap hutang (debt trap). 
Kaitan antara peningkatan jumlah hutang 
luar negeri pemerintah dengan kemiskinan 
sangat nayata terlihat ketika terjadi krisis 
ekonomi yang melanda sebagian Negara-
negara di Asia, termasuk Indonesia. 
Banyaknya masyarakat yang kehilangan 
pekerjaan yang menyebabkan pengangguran 
yang semakin banyak. Semakin tingginya 
angka pengangguran, pada akhirnya akan 
berakibat semakin banyak masyarakat yang 
kehilangan pendapatan dan akibat selanjutnya 
angkat kemiskinan semakin membesar.  
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, 
disamping menyebebabkan banyaknya tingkat 
pengangguran, berakibat pula semakin 
rendahnya kemampuan Pemerintah dalam 
menjalankan tugas pemerintahan dan 
Syaparuddin dan Dahmiri : Model Hutang Luar Negeri Pemerintah terhadap Kemiskinan 
 17
pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini, 
tidak ada cara yang lebih cepat untuk 
mengatasi semua ini melalui bantuan atau 
pinjaman luar negeri, meskipun sifatnya 
temporer. Program pemerintah berupa Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) yang dimaksudkan 
untuk membantu masyarakat terutama 
masyarakat miskin, dananya berasal dari 
pinjam luar negeri. Oleh karena itu wajar saja 
disaat krisis ekonomi melanda Indonesia, 
terjadi peningkatan hutang luar negeri 
pemerintah yang cukup tinggi dibandingkan 
beberapa tahun sebelumnya. 
 
Pengaruh Hutang Luar Negeri Pemerintah 
terhadap Tingkat   Kemiskinan (PR). 
 
Target mengakhiri kemiskinan, seperti 
diungkapkan oleh Jeffry Sachs dalam 
bukunya The End of Poverty, merupakan 
tanggung jawab bersama negara-negara di 
dunia yang melintasi batas nasionalisme. 
Kemiskinan yang melanda suatu negara 
merupakan sebuah penyakit yang sangat sulit 
dientaskan tanpa adanya pertolongan dari 
negara lain. Sejak tahun 2000, semua negara 
anggota PBB memiliki kesepakatan yang 
dituangkan dalam Milleneum Development 
Goals (MDGs). Salah satu tujuan utamanya 
adalah pengurangan angka kemiskinan 
menjadi separuh pada 2015. Kemudian, 
sebuah pertanyaan besar yang menyoal 
bagaimana target itu bisa terpenuhi pun 
mengemuka. Pertanyaan ini memang sudah 
sewajarnya diungkapkan mengingat kondisi 
dan kapasitas APBN yang kurang mumpuni. 
Konsekuensi berutang terlalu banyak 
Sejatinya, utang dapat memberikan kontribusi 
positif terhadap pertumbuhan Produk 
Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, pada 
tahun 2002, ditemukan hubungan yang negatif 
antara utang dengan tingkat pendapatan 
perkapita. Dari 100 negara yang diteliti, 
mereka menemukan kontribusi utang terhadap 
pendapatan perkapita suatu negara adalah 
negatif untuk rasio utang terhadap PDB (debt 
to GDP ratio) yang berada pada kisaran 
Persentase 35-45%. Lebih lanjut, tingginya 
level utang tersebut dapat menyebabkan 
berkurangnya sumber daya yang dapat 
dialokasikan untuk kepentingan investasi yang 
dapat memperbaiki kinerja ekspor. 
Indonesia, berdasarkan data tahun 2005, 
memiliki Debt to GDP Ratio sebesar 45,63%.  
Dengan berlandaskan penelitian yang 
dilakukan oleh Pattilo dkk, maka dapat ditarik 
sebuah kesimpulan bahwa utang luar negeri 
mempunyai dampak yang kurang signifikan  
Terhadap pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Dengan berutang, penyediaan 
sarana dan prasarana publik pun menjadi 
terkendala.  Betapa tidak, setiap tahun fiskal 
48.70% PPh dan PPn (Rp 210.71 T+ Rp 
128.31 T=Rp 339.02 T) yang dibebankan ke 
masyarakat, habis untuk bayar hutang 
pemerintah. Hal ini menjadi sebuah hal yang 
ironis mengingat salah satu fungsi utama 
pajak adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan mesyarakat melalui penyediaan 
barang-barang kebutuhan public (public 
goods). Jadi, alih-alih mensejahterakan 
negara, dengan menambah utang justru 
semakin menyengsarakan negara. Peruntukan 
utang luar negeri yang tidak jelasPeriode 1974 
hingga 1981 sebenarnya adalah periode 
dimana Indonesia tidak membutuhkan utang 
luar negeri karena penerimaan negara pada 
saat itu sudah sangat mumpuni. Besarnya 
penerimaan negara pada saat itu adalah lebih 
karena adanya windfall profit dari naiknya 
harga minyak internasional. Tetapi apa lacur, 
justru pada periode ini lah Indonesia 
memanen utang luar negeri, sungguh tak 
masuk diakal. Sudah jatuh tertimpa tangga, 
begitulah kira-kira peribahasa yang tepat 
untuk menceritakan kondisi Indonesia. 
Kedatangan utang yang tidak tepat itu 
ditambah lagi dengan mekanisme peruntukan 
utang yang tidak jelas. Utang luar negeri lebih 
difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang 
sifatnya konsumtif ketimbang investasi. Tidak 
seperti kegiatan investasi yang menjanjikan 
tingkat pengembalian (rate of return) yang 
pasti , kegiatan konsumsi justru tidak 
memberikan kepastian rate of return. Pada 
gilirannya kondisi ini menciptakan sebuah 
kendala akan ketidaksinambungan 
pembayaran utang (debt unsustainability). 
Dengan demikian, dengan utang luar 
negeri yang besar, Indonesia mengalami 
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resource drain. Ini terjadi karena net welfare 
effect yang negatif dari utang luar negeri. 
Kontribusi utang luar negeri yang sedikit 
terhadap kesejahteraan Indonesia harus 
dibenturkan dengan kenyataan akan tingginya 
jumlah cicilan pokok utang dan beban bunga 
yang harus dibayar setiap tahun fiskal. Angka 
Rp 91.6 T dalam APBN 2006 sedikit banyak 
telah menceritakan betapa pahitnya 
mempunyai utang luar negeri. Bandingkan 
dengan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) 
yang hanya sebesar Rp 17 T. 
 
Tabel 2.  Model estimasi tingkat kemiskinan (PR) 
dapat dilihat sebagai berikut : 
Variabel  
Independen 
Koefisien 
Regresi 
Nilai t 
Statistik 
P-
Value 
Konstanta 
log GED 
INF 
PR(-1) 
log PDB(-1) 
log FDI(-1) 
Dummy 
-20,796 
0,417 
0,507 
0,947 
1,099 
-0,759 
-3,942  
-2,130** 
1,679ns 
1,960*** 
7,015* 
1,536ns 
-1,368ns 
-1,051ns 
0,050 
0,114 
0,069 
0,000 
0,146 
0,191  
0,317 
R-square       = 0,923 
R-square adj.       = 0,893 
F-statistik      = 29,893 
Catatan :   ns tidak signifikan  
                 * signifikan pada critical value 1% 
                 ** signifikan pada critical value 5% 
                 *** signifikan pada critical value 10% 
Dimana : 
PR  : Tingkat kemiskinan 
GED : Hutang luar negeri 
                        pemerintah 
INF  : Laju inflasi 
PR(-1)    : Tingkat kemiskinan tahun 
                       lalu 
PDB : Produk domestik bruto 
                       tahun sebelumnya 
FDI(-1) : Investasi asing langsung 
                       tahun sebelumnya 
Dummy : Variabel krisis ekonomi;  
                 1 untuk periode sesudah krisis 
                 0 untuk periode sebelum krisis 
Model estimasi PR memperlihatkan bahwa 
variabel GFD, INF, PR(-1),  PDB(-1), FDI(-1) dan 
variael krisis ekonomi
 
(dummy), dan PR(-1) 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan (PR). Hal ini 
ditandai dengan lebih besarnya nilai  F-
statistik (29,893) dibandingkan dengan nilai 
F-tabel = 2,74. Nilai R-square adj.=0,893 
menunjukkan bahwa kemampuan model 
untuk menjelaskan variasi naik turunnya 
variabel dependen (PR) sebesar 89,3%, 
sedangan sisanya 11,7% dijelaskan oleh 
variabel lain diluar model. Korelasi antara 
variabel-vaiabel independen dengan PR 
sebesar 0,946. Ini menunjukkan terdapat 
korelasi yang kuat antara variabel-variabel 
independen dengan PR. 
Variabel hutang luar negeri pemerintah 
(GED), laju inflasi (INF), tingkat kemiskinan 
tahun sebelumnya; PR(-1) dan Produk 
domestik bruto tahun sebelumnya; PDB(-1) 
berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan 
(PR). Semakin besar GFD dan semakin tinggi 
INF, PR(-1) dan PDB(-1) semakin memperbesar 
tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel 
investasi asing langsung tahun sebelumnya  
FDI(-1) dan dummy berkorelasi negatif 
dengan PR.  
Peningkatan GFD sebesar 1% akan 
meningkatkan kemiskinan sebesar 0,417%. 
Pengaruh GFD terhadap PR tidak signifikan. 
Berdasarkan gambaran tersebut dapatlah 
dikatakan bahwa diperlukan waktu (tidak 
dalam jangka pendek) dari hutang luar negeri 
pemerintah (GFD) untuk dapat mengurangi 
tingkat kemiskinan. Pengaruh variabel hutang 
luar negeri pemerintah  (GFD)  terhadap  
pengurangan  tingkat  kemiskinan  tidaklah 
bersifat langsung tetapi melalui investasi dan 
penciptaan lapangan kerja.  
Peningkatan investasi dan penciptaan 
lapangan pekerjaan akan dapat meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja dan akhirnya akan 
dapat meningkatkan pendapatan dan 
mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh 
karenanya dibutuhkan kajian yang bersifat 
jangka menengah dan jangka panjang. Faktor 
lain yang menyebabkan hutang luar negeri 
pemerintah terutama dalam jangka pendek 
tidak dapat mengurangi kemiskinan dan 
bahkan menyebabkan terjadinya peningkatan 
kemiskinan karena hutang luar pemerintah  
tersebut umumnya digunakan untuk 
membiayai kegiatan yang tidak langsung 
berhubungan dengan upaya peningkatan 
pendapatan masyarakat atau sektor produksi. 
Besarnya beban cicilan pokok dan bunga 
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hutang luar negeri pemerintah yang 
dibayarkan setiap tahunnya menyebabkan 
terbatasnya anggaran dana pemerintah yang 
didistribusikan untuk program peningkatan 
pendapatan masyarakat dan pengurangan 
tingkat kemiskinan, apalagi sejak tahun 1985 
hutang baru yang masuk di sektor pemerintah 
sudah lebih kecil dibandingkan dengan 
pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang 
luar negeri pemerintah. Oleh karena itu 
bagaimanalah mungkin GED akan berdampak 
pada pengurangan tingkat kemiskinan. Hal ini 
kurang sejalan dengan pandangan berbagai 
kalangan yang mengatakan bahwa 
pengentasan kemiskinan haruslah menjadi 
sasaran pokok pembagunannya (Todaro, 
2000: 218).  
Kurangnya dampak hutang luar negeri 
pemerintah terutama GFD terhadap 
pengurangan tingkat kemiskinan disebabkan 
antara lain pemerintahan negara-negara 
penerima bantuan luar negeri tidak memiliki 
kemauan yang kuat dalam mengurangi 
(alleviating) kemiskinan tersebut termasuk 
adanya moral hazard problem.  
Selanjutnya laju inflasi yang semakin 
meningkat juga dapat berdampak terhadap 
bertambahnya penduduk miskin atau tingkat 
kemiskinan di Indonesia selama periode 
penelitian, meski hanya signifikan pada alpha 
0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
inflasi yang tinggi dapat memperburuk tingkat 
kemiskinan sekaligus tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Inflasi membuat harga-harga 
menjadi lebih tinggi, jika percepatan laju 
inflasi tidak diimbangi oleh peningkatan laju 
pendapatan maka ia akan berdampak pada 
penurunan pendapatan secara riil dan 
selanjutnya akan berdampak pada  
kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa setiap terjadi kenaikan inflasi sebesar 
1% akan meningkatkan PR sebanyak 0,507%.  
Selanjutnya tingkat kemiskinan tahun lalu 
(PR(-1)) yang tinggi akan memperbesar tingkat 
kemiskinan tahun ini (PR) dengan koefisien 
regresi sebesar 0,947. Pengaruh PR(-1) 
terhadap PR signifikan pada alpha 0,01. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa banyaknya 
masyarakat yang tergolong miskin pada tahun 
lalu akan memperburuk PR, artinya 
masyarakat miskin sangat sulit untuk keluar 
dari perangkap kemiskinan (poverty trapt) 
tersebut.  Oleh kerena itu kebijakan 
pemerintah yang ditujukan untuk pengentasan 
kemiskinan perlu dikaji lebih baik lagi. 
Pengaruh PDB(-1) terhadap pengurangan 
tingkat kemiskinan adalah positif tetapi tidak 
signifikan. PDB(-1) yang besar tidak dapat 
mengurangi tingkat kemiskinan, bahkan 
cenderung meningkatkannya yang 
ditunjukkan oleh positifnya tanda dari 
koefisien regresinya. Setiap terjadi kenaikan 
PDB(-1) sebesar 1% akan meningkatkan PR 
sebesar 1,099%. Tidak berdampaknya PDB(-1) 
terhadap penurunan tingkat kemiskinan 
selama periode 1980-2002 terkait erat dengan 
terjadinya pergeseran struktur perekonomian 
yang terus mengarah pada peningkatan 
kontribusi sektor industri dan jasa di satu sisi 
dan penurunan kontribusi sektor pertanian di 
sisi lain. Indikasi lain dari kecilnya dampak 
PDB(-1) terhadap pengurangan tingkat 
kemiskinan adalah bahwa PDB(-1) yang besar 
hanyalah dinikmati sebagian kecil masyarakat 
terutama yang bergerak di sektor industri dan 
jasa.. Syaparuddin, (2002: 13). menyimpulkan 
bahwa ada korelasi positif antara 
pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan 
peningkatan angka kemiskinan.  
Sementara itu variabel FDI(-1) justeru 
berdampak baik terhadap tingkat kemiskinan. 
Semakin besar FDI(-1) yang masuk ke 
Indonesia semakin mengurangi tingkat 
kemiskinan hal ini ditandai oleh negatifnya 
arah hubungan antara FDI(-1) dan PR. 
Pengaruh FDI(-1) terhadap pengurangan tingkat 
kemiskinan signifikan pada alpha 0,05. Setiap 
terjadi peningkatan FDI(-1) sebesar 1% 
diperkirakan akan mengurangi tingkat 
kemiskinan sebesar 0,759%. Semakin besar 
FDI(-1) akan semakin besar pula investasi di 
Indonesia sehingga akan meningkatkan 
kesempatan kerja. Dengan demikian FDI(-1) 
akan dapat meningkatkan pendapatan dan 
sekaligus akan mengurangi kemiskinan 
melalui pembentukan investasi dan penciptaan 
lapangan kerja.  
Selanjutnya variabel krisis ekonomi 
(dummy) pengaruhnya terhadap tingkat 
kemiskinan tidak signifikan namun 
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berkorelasi negatif. Hasil ini dirasakan kurang 
realistis mengingat krisis ekonomi 
meyebabkan banyak orang yang kehilangan 
sumber pendapatannya dengan kehilangan 
pekerjaan sehingga diperkirakan penduduk 
miskin semakin bertambah banyak, namun 
secara statistik hal demikian terjadi.  Mengacu 
pada data-data yang ada, meski pada tahun-
tahun awal terjadinya krisis ekonomi terjadi 
peningkatan kemiskinan namun menjelang 
akhir periode penelitian tingkat kemiskinan 
cenderung menurun meski meningkat kembali 
di tahun 2006. Kemungkinan lain adalah 
bahwa masyarakat pedesaan yang merupakan 
bagian terbesar dari penduduk Indonesia 
bahkan mendapatkan manfaat lain adanya 
krisis tersebut diantaranya meningkatnya 
harga-harga sebagian dari hasil-hasil pertanian 
mereka. Sebagai ilustrasi, bila tahun 1996 PR 
sebesar 17,40%, tahun 1998 meningkat 
menjadi 24,55% dan 1999 sebesar 23,74% 
tetapi terus menurun hingga menjadi 18,19% 
tahun 2002 dan 15,96% tahun 2005, namun 
naik kembali di tahun 2006 yang mencapai 
17,65%. Meningkatnya tingkat kemiskinan 
tersebut lebih disebabkan tidak stabilnya 
harga produk-produk ekspor Indonesia 
khususnya yang berbentuk produk primer 
yang secara langsung berdampak pula 
terhadap masyarakat pedesaan. 
Secara empiris penelitian ini mempunyai 
keunikan-keunikan antara lain : 
1. Model-model yang dibangun dalam 
penelitian ini merupakan pengembangan 
dan reformulasi dari model-model empiris 
sebelumnya. Model permintaan hutang 
luar negeri pemerintah dirancang dengan 
mengkombinasikan model capital 
fundamentalism (Harrod-Domar), two gap 
model (Chenery dan Stent) dan loan pull 
theory (Halberg) dan loan push theory 
(Darity dan Horn). Sedangkan model 
pengaruh hutang luar  negeri terhadap 
kemiskinan antara lain dengan 
mereformulasi model-model Sritua Arief 
(1998), Bambang Sulistiyono (1997). 
2. Besarnya defisit yang dialami pemerintah 
dalam anggarannya serta besarnya beban 
cicilan pokok dan bunga hutang luar 
negeri menjadi penyebab utama 
meningkatnya hutang luar negeri 
pemerintah.  
3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
hutang luar negeri pemerintah secara 
umum kurang berdampak positif terhadap 
pengurangan Tingkat Indonesia selama 
periode. 
 
Implikasi Kebijakan dan Solusi Pemecahan 
Masalah Hutang Luar Negeri Pemerintah 
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 
diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa 
peningkatan hutang luar negeri pemerintah 
(GFD) disebabkan oleh defisit anggaran 
pemerintah (DAP), defisit tabungan-investasi 
(DSI), defisit transaksi berjalan (DTB) dan 
pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang 
(PCHLN). Pengaruh variabel-variabel tersebut 
signifikan dan positif terhadap GFD. 
Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah   terkait dengan hutang luar 
negeri dari hasil penelitian ini diantaranya 
adalah : pertama menekan defisit 
anggarannya seminimal mungkin (efisensi 
anggaran) dan berupaya menggali semua 
potensi ekonomi dalam negeri sehingga 
penerimaan pemerintah menjadi semakin 
besar, artinya pemerintah harus menjaga 
keseimbangan dalam spending. Pengeluaran-
pengeluaran yang tidak produktif sebaiknya 
dihindari, sebab dalam penyusunan anggaran 
persoalan yang cukup pelik bukanlah berapa 
besar hutang luar negeri tetapi berapa besar 
spending yang dikeluarkan pemerintah. 
Penambahan hutang baru harus didasarkan 
pada kebutuhan yang sangat penting dan harus 
mengarah pada upaya-upaya yang dapat 
menciptakan repayment capacity dari hutang 
tersebut, atau paling tidak dialokasikan untuk 
proyek-proyek yang memiliki multiplier effect 
yang besar. 
Kedua mempercepat pembayaran hutang-
hutangnya terutama hutang-hutang yang 
bersifat komersil dan jangka pendek sehingga 
beban hutang dapat dikurangi. Memang ini 
tidak mudah mengingat di sektor pemerintah 
telah terjadi negative inflow. Ketiga 
meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. 
Mengingat DTB juga berdampak positif 
terhadap GFD, peningkatan nilai ekspor 
sangat diperlukan. Pemerintah harus 
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memainkan peran penting dalam hal ini 
melalui kebijakan-kebijakannya terutama 
kebijakan investasi baik yang berhubungan  
dengan penanaman modal dalam negeri 
(PMDN) maupun penanaman modal asing 
(PMA), misalnya mempermudah atau 
mempercepat proses perizinan termasuk 
menghindari political cost dan 
process/procedure cost yang selama ini 
dirasakan oleh investor memberatkan dan 
membuat mereka kurang tertarik berinvestasi 
di Indonesia karena dapat merugikan. Kita 
tentu tidak ingin lagi terjadi pelarian investasi 
besar-besaran (negative inflow) termasuk FDI 
ke negara lain sebagaimana yang terjadi sejak 
tahun 1997 hingga 2001  hanya karena 
pemerintah tidak dapat menjamin kepastian 
usaha di Indonesia, padahal perannya dalam 
perekonomian cukup penting seperti dalam 
meningkatkan PDB dan mengurangi 
kemiskinan yang dibuktikan dari beberapa 
hasil penelitian sebelumnya termasuk dari 
penelitian ini. Pemerintah harus dapat 
menciptakan dan menjaga situasi dan kondisi 
agar selalu kondusif bagi kegiatan investasi, 
mengingat investasi adalah kata kunci 
peningkatan ekspor melalui peningkatan 
produksi sebagaimana yang terjadi di negara-
negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan 
RRC, dimana perekonomian mereka sangat 
didorong oleh ekspor. Pola ini pula yang 
ditunjukkan oleh beberapa negara Asia 
lainnya dalam perekonomiannya. 
Pertumbuhan ekspor yang tinggi akan dapat 
mendorong faktor input  dan akhirnya akan 
mempercepat pertumbuhan ekonomi (Chow, 
1997 :  649-651). 
Kebijakan lain dalam rangka 
meningkatkan ekspor adalah memfasilitasi 
upaya eksportir dalam rangka memperluas 
pasar ekspornya salah satunya adalah 
mengikuti pameran-pameran produk di luar 
negeri. Meningkatnya ekspor diharapkan akan 
memperbesar cadangan devisa negara dan 
memperkecil defisit neraca pembayaran 
(balance of payment), sehingga bisa 
mengurangi GFD. Namun demikian 
persoalannya tidaklah sesederhana itu, 
mengingat masih relatif besarnya import 
content dalam ekspor Indonesia terutama 
bahan baku (raw materials) dan barang-
barang penolong (auxiliary goods) yang 
dibuktikan adanya hubungan kausalitas yang 
signifikan antara ekspor dan impor. Oleh 
karena itu harus dikembangkan produk-
produk ekspor yang bahan bakunya berasal 
dari dalam negeri sehingga penggunaan 
devisa dapat dialihkan untuk kebutuhan lain. 
Dalam hal ini peranan research and 
development sangat penting. 
Keempat meningkatkan tabungan domestik 
(domestic saving). Upaya ini perlu dilakukan 
oleh pemerintah guna mengurangi kebutuhan 
akan hutang luar negeri. Tabungan domestik 
yang besar diharapkan berakumulasi menjadi  
investasi, sehingga kebutuhan dana investasi 
semakin besar pula tersedia di dalam negeri. 
Pemerintah harus menciptakan suatu situasi 
yang dapat menarik minat masyarakat untuk 
bergairah menabung seperti menjamin 
keamanan dana masyarakat, penciptaan 
lapangan kerja dan peningkatan produktivitas 
sehingga pendapatan masyarakat dapat 
ditingkatkan. Upaya lain yang tidak kalah 
pentingnya adalah menjadikan menabung 
menjadi kebutuhan atau kebiasaan (saving 
habit) bagi masyarakat. Apalagi dalam 
penelitian ini ditemukan bahwa antara 
tabungan domestik (DS) dan produk domestik 
bruto (PDB) terdapat hubungan kausalitas 
yang signifikan. Sehingga diharapkan DS 
yang besar akan mengurangi  pinjaman ke 
luar negeri. 
Hasil penelitian ini juga mengisyaratkan 
bahwa dampak hutang luar negeri pemerintah 
(GED) terhadap perekonomian secara umum 
adalah positif meski tidak signifikan kecuali 
terhadap tabungan dan ekspor yang 
berkorelasi negatif. Hal menarik yang dapat 
diamati dari hasil penelitian ini adalah dalam 
kaitannya terhadap kemiskinan, hutang luar 
negeri pemerintah justeru telah menyebabkan 
tingkat kemiskinan semakin meningkat. Oleh 
karena itu hutang luar negeri yang dilakukan 
pemerintah sudah seharusnya diarahkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
Kurangnya dampak hutang pemerintah 
(GFD) terhadap pengurangan tingkat 
kemiskinan bahkan dampak GFD selama 
periode 1980-2006 justeru positif artinya 
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memperparah tingkat kemiskinan sangat 
terkait dengan telah terjadinya positive 
outflow di sektor pemerintah terutama yang 
terkait dengan hutang luar negeri pemerintah, 
artinya hutang baru (new debt) yang diterima 
pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan 
cicilan pokok dan bunga hutang pemerintah 
yang harus dibayarkan kepada kreditur luar 
negeri, Indonesia sudah masuk ke dalam 
perangkap hutang (debt trap). Upaya yang 
dilakukan pemerintah mengusahakan 
pinjaman dana masyarakat (hutang dalam 
negeri) jauh lebih tepat dibandingkan dengan 
upaya meningkatkan pinjaman ke luar negeri 
(sovereign debt). Meski tetap menjadi dilema, 
namun hutang dalam negeri mempunyai 
resiko yang lebih rendah dibandingkan 
dengan hutang luar negeri. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Permintaan hutang luar negeri pemerintah 
secara simultan dipengaruhi oleh defisit 
anggaran pemerintah (DAP), defisit 
tabungan-investasi (DSI), Defisit 
transaksi berjalan dan pembayaran cicilan 
pokok dan bunga  hutang (PCHLN)  dan 
tingkat kemiskinan (PR).  Semakin besar 
DAP, DSI, DTB, PCHLN dan PR 
semakin besar pula hutang luar negeri 
pemerintah.  
2. Peningkatan permintaan hutang baru 
pemerintah tidak banyak berdampak 
terhadap penurunan prosentase penduduk 
miskin di Indonesia, bahkan yang terjadi 
sebaliknya meskipun tidak signifikan. 
Pengaruh variabel hutang luar negeri 
pemerintah  (GFD)  terhadap  
pengurangan  tingkat  kemiskinan  
tidaklah bersifat langsung tetapi melalui 
investasi dan penciptaan lapangan kerja.  
3. Dimasa-masa krisis ekonomi melanda 
Indonesia, secara statistic tidak terjadi 
lonjakan jumlah hutang luar negeri setiap 
tahunnya. Lonjakan yang sangat tinggi 
terjadi pada tahun 1998 yang mencapai 
lebih dari empat kali lipat dibandingkan 
dengan tahun 1996. 
 
Rekomendasi  
1. Mengingat defisit anggaran pemerintah, 
pembayaran cicilan pokok dan serta 
tingkat kemiskinan merupakan factor 
yang signifikan mendorong peningkatan 
permintaan hutang luar negeri pemerintah 
setiap tahunnya dan menunjukkan masih 
tingginya ketergantungan pemerintah 
terhadap dana pinjaman luar negeri, maka 
diperlukan kemauan yang kuat 
berkesinambungan untuk keluar dari 
kondisi tersebut dengan jalan menekan 
deficit anggaran seminimal mungkin dan 
meningkatkan tabungan domestic, 
sehingga hutang  baru dapat ditekan 
sekecil mungkin dan membayar hutang 
luar negeri yang sudah ada yang berbunga 
tinggi dan berjangka pendek. 
2. Jika pemerintah tidak memungkinkan 
untuk tidak berhutang, maka 
pengalokasian hutang harus betul-betul 
untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat atau untuk hal-hal yang sangat 
produktif.  
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